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Abstract. The role of Pancasila as a source of law within the adat (customary law) system in Indonesia involves
analyzing its alignment and contemporary challenges. Pancasila, as the state ideology, serves as a fundamental
guide for the formulation and application of laws throughout Indonesia. However, integrating Pancasila's values
into the diverse adat legal systems presents significant challenges regarding both value alignment and practical
application. This study uses qualitative analysis with a case study approach to evaluate how Pancasila’s
principles are implemented in adat law and assess how well these values align with existing adat norms. Findings
indicate that despite efforts to reconcile Pancasila with adat law, there are several obstacles, including differences
in value interpretation, resistance from indigenous communities, and difficulties in harmonizing national and adat
laws. The article concludes that a more dialogic and inclusive approach is needed to align Pancasila with adat
law and recommends policy reforms and enhanced understanding of Pancasila's values at the local level to ensure
fair and sustainable legal enforcement.

Keywords: Pancasila, Customary Law, Legal Sources, Legal System, Legal Compatibility, Contemporary
Challenges, Legal Integration, National Law, Legal Policy, Principles of Pancasila.

Abstrak. Peran Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum adat di Indonesia, dengan penekanan pada
analisis kesesuaian dan tantangan kontemporer yang dihadapi. Pancasila, sebagai ideologi negara, berfungsi
sebagai panduan prinsip dasar bagi penyusunan dan penerapan hukum di seluruh Indonesia. Namun,
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum adat yang beragam memunculkan tantangan yang
signifikan, baik dari segi kesesuaian nilai maupun praktik. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif
dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam hukum
adat dan menilai sejaun mana nilai-nilai tersebut selaras dengan norma-norma adat yang ada. Temuan
menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyelaraskan nilai Pancasila dengan hukum adat, terdapat
sejumlah kendala, seperti perbedaan interpretasi nilai, resistensi dari masyarakat adat, dan kesulitan dalam
harmonisasi antara hukum negara dan adat. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang lebih dialogis dan
inklusif diperlukan untuk menyelaraskan Pancasila dengan hukum adat, serta merekomendasikan perlunya
reformasi kebijakan dan peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di tingkat lokal untuk memastikan
penegakan hukum yang adil dan berkelangsungan.

Kata Kunci : Hukum Adat, Sumber Hukum, Sistem Hukum, Kesesuaian Hukum, Tantangan Kontemporer,
Integrasi Hukum, Hukum Nasional, Kebijakan Hukum,Prinsip-prinsip Pancasila.

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat penting
dalam sistem hukum nasional. Sebagai falsafah hidup dan ideologi negara, Pancasila dirancang
untuk mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang beragam. Namun, tantangan
muncul ketika Pancasila diintegrasikan dalam sistem hukum adat yang sudah lama berkembang

dan memiliki kekhasan tersendiri. Sistem hukum adat di Indonesia, yang sering kali bersifat

Received Oktober 16, 2024, Received Oktober 30, 2024, Accepted November 18, 2024, Online Available;
November 20, 2024


https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.621
https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi
mailto:Am.mustain.n@gmail.com1
mailto:Ashfiya.anura@gmail.com2
mailto:Zidniaulia30@gmail.com

PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM ADAT : ANALISIS
KESESUAIAN DAN TANTANGAN KONTEMPORER

lokal dan tidak seragam, perlu beradaptasi dengan prinsip-prinsip Pancasila tanpa kehilangan

esensi dan kearifan lokalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan

tantangan kontemporer dalam penerapan Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem
hukum adat.

Alasan lImiah Penelitian

a. Integrasi Hukum Nasional dan Adat: Sistem hukum Indonesia terdiri dari hukum nasional
yang bersumber dari Pancasila dan hukum adat yang mencerminkan kearifan lokal.
Meskipun terdapat upaya untuk menyelaraskan kedua sistem hukum ini, implementasi
Pancasila dalam hukum adat masih menyisakan berbagai tantangan. Studi ini penting untuk
mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat diterima dan diadaptasi dalam sistem hukum
adat tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang sudah ada.

b. Perubahan Sosial dan Dinamika Kontemporer: Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika
sosial dan perubahan kontemporer di Indonesia menuntut adaptasi hukum yang lebih
responsif. Pemahaman tentang bagaimana Pancasila berfungsi dalam konteks hukum adat
saat ini sangat relevan untuk merespons perubahan sosial yang cepat dan kompleks.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang cara-cara praktis dan teoritis
dalam menanggapi perubahan tersebut.

c. Kurangnya Penelitian Terfokus: Meskipun ada banyak literatur mengenai Pancasila dan
hukum adat secara terpisah, penelitian yang terfokus pada kesesuaian dan tantangan
integrasi keduanya masih terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan
tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana kedua sistem hukum

ini dapat berfungsi secara harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk
menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi.
Karakteristik penelitian adalah bersifat preskiptif. Metode penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (library
research),yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab
agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

2. Pendekatan kasus (case approach)

3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
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4. Pendekatan historis (historical approach)

5. Pendekatan perbandingan / Figih Mugoron(comparative approach)

Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan
kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam
melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan
(library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber
seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenisberdasarkan fakta
konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan
termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui
sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian
atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab figh, dan
sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca,
mengidentifikasikan dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta

konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

PEMBAHASAN

Integrasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum adat adalah suatu upaya
penting untuk menyelaraskan prinsip-prinsip dasar negara dengan kekayaan hukum lokal yang
telah ada sejak lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan tantangan
kontemporer dalam penerapan Pancasila dalam konteks hukum adat di Indonesia. Pembahasan
ini akan mengulas secara mendalam mengenai konsep dasar, tantangan integrasi, dan implikasi
dari penerapan prinsip Pancasila dalam hukum adat dengan merujuk pada literatur terbaru serta
pandangan ahli.
Konsep Pancasila dan Hukum Adat

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, terdiri dari lima sila yang memuat
nilai-nilai universal yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama,
Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sila
keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh  Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, mendukung prinsip demokrasi dan musyawarah. Sila kelima,
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial

dan pemerataan.
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Hukum adat di Indonesia, di sisi lain, adalah sistem hukum yang berkembang secara
organik dalam masyarakat adat, mencerminkan kearifan lokal dan norma-norma tradisional.
Hukum adat bersifat lokal dan sering kali tidak tertulis, dengan setiap komunitas adat memiliki
aturan dan cara penyelesaian sengketa yang khas. Meskipun hukum adat diakui dan dihormati,
terdapat tantangan dalam mengintegrasikannya dengan sistem hukum nasional yang bersumber
dari Pancasila.

Alasan limiah untuk Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Pancasila, sebagai ideologi
negara, dapat diintegrasikan dalam hukum adat yang memiliki karakteristik unik. Beberapa
alasan ilmiah untuk melakukan penelitian ini meliputi:

« Pentingnya Harmonisasi Hukum: Meskipun Pancasila merupakan dasar negara, penerapan
prinsip-prinsipnya dalam hukum adat belum sepenuhnya terwujud. Studi ini penting untuk
mengeksplorasi cara-cara harmonisasi yang efektif, memastikan bahwa hukum nasional dan
adat dapat berfungsi secara komplementer.

« Perubahan Sosial dan Dinamika Kontemporer: Dengan adanya perubahan sosial dan
dinamika kontemporer yang cepat, hukum adat perlu beradaptasi tanpa kehilangan kearifan
lokal. Penelitian ini membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat
diterapkan dalam konteks hukum adat yang berubah.

o Keterbatasan Literatur dan Penelitian: Walaupun terdapat banyak kajian tentang
Pancasila dan hukum adat, penelitian yang terfokus pada integrasi keduanya masih terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan analisis yang mendalam
dan berbasis data terkini.

Tantangan dalam Integrasi Pancasila dan Hukum Adat

Integrasi Pancasila dalam hukum adat menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk

mencapai keselarasan yang efektif:

« Ketidaksesuaian Norma: Ketidaksesuaian antara norma adat dan prinsip Pancasila adalah
tantangan utama. Misalnya, beberapa aturan adat mungkin tidak sejalan dengan prinsip
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab atau Keadilan Sosial. Menurut Yuliana Rahmawati,
"Ketidaksesuaian ini seringkali menyebabkan ketegangan antara norma lokal dan prinsip
universal yang diusung oleh Pancasila”. Proses penyesuaian harus dilakukan dengan hati-
hati agar tidak mengabaikan nilai-nilai lokal.

e Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang konsisten dan adil merupakan masalah dalam
integrasi ini. Ketidakpastian hukum dan tumpang tindih antara hukum adat dan hukum

nasional seringkali menyebabkan kebingungan. Menurut Herlambang P. Wiratraman,
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"Penegakan hukum harus mampu menjembatani ketidakpastian ini dengan memastikan
bahwa aturan adat dapat berfungsi dalam kerangka hukum nasional”.

« Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan dalam hal pendidikan hukum, pelatihan, dan
dukungan administratif seringkali menghambat proses integrasi. Data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) menunjukkan bahwa banyak komunitas adat yang masih kurang memiliki
akses ke pendidikan hukum yang memadai. Hal ini penting untuk diatasi agar masyarakat
adat dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara efektif.

« Perubahan Sosial dan Dinamika: Perubahan sosial yang cepat dan dinamika kontemporer
mempengaruhi cara masyarakat adat berinteraksi dengan hukum. Kebutuhan akan
penyesuaian hukum yang responsif terhadap perubahan ini sangat mendesak. Arief Budiman
menyatakan, "Hukum adat harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa
kehilangan esensi dan kearifan lokalnya".

Studi Kasus dan Implementasi

Studi kasus dapat memberikan wawasan konkret mengenai penerapan Pancasila dalam hukum

adat:

« Kasus di Papua: Di Papua, integrasi Pancasila dilakukan melalui dialog dengan tokoh adat
dan pemangku kepentingan. Upaya ini melibatkan penyesuaian norma adat dengan prinsip-
prinsip Pancasila, meskipun tantangan seperti perbedaan pandangan dan ketidakpastian
hukum masih ada.

« Kasus di Bali: Di Bali, sistem hukum adat telah melakukan beberapa penyesuaian untuk
mengakomodasi prinsip Pancasila. Namun, tantangan dalam mencapai integrasi penuh masih
ada. Penyesuaian ini mencakup reformasi adat yang mempertimbangkan prinsip Pancasila
tanpa menghilangkan identitas budaya Bali.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi untuk memperbaiki integrasi Pancasila dalam

hukum adat adalah:

« Peningkatan Dialog dan Musyawarah: Meningkatkan dialog antara pemerintah,
masyarakat adat, dan pemangku kepentingan untuk mencapai integrasi yang harmonis dan
inklusif. Proses ini harus melibatkan semua pihak untuk memastikan penyesuaian yang
dilakukan dapat diterima oleh komunitas adat.

« Pendidikan dan Pelatihan: Mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang
komprehensif untuk masyarakat adat dan aparat hukum agar mereka memahami prinsip

Pancasila dan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks hukum adat.
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e Penelitian dan Kajian Lebih Lanjut: Melakukan penelitian lebih lanjut untuk
mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik dan mengembangkan solusi yang sesuai
dengan kondisi lokal. Penelitian ini harus mencakup studi kasus yang relevan dan evaluasi
dari praktik integrasi yang telah dilakukan.

o Reformasi Bertahap dan Sensitif Budaya: Melakukan reformasi hukum adat secara
bertahap dengan mempertimbangkan sensitivitas budaya dan identitas lokal. Reformasi ini
harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari perubahan yang terlalu drastis yang
dapat mengancam kearifan lokal.

Kesimpulan Akhir

Integrasi Pancasila dalam sistem hukum adat merupakan proses yang kompleks dan

membutuhkan keseimbangan antara prinsip-prinsip nasional dan nilai-nilai lokal. Meskipun

terdapat berbagai tantangan, pendekatan berbasis dialog, penyesuaian prinsip, dan reformasi
bertahap dapat membantu mencapai integrasi yang harmonis dan inklusif. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan integrasi Pancasila dalam hukum adat dapat dilakukan secara efektif,

menjaga kearifan lokal, dan mendukung sistem hukum yang adil dan berkelanjutan di

Indonesia. Penelitian dan kajian lebih lanjut akan terus diperlukan untuk memastikan bahwa

proses integrasi ini dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan hukum yang terus

berubah.

KESIMPULAN

Integrasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum adat Indonesia adalah
topik yang memiliki relevansi mendalam dalam konteks hukum nasional dan lokal. Pancasila,
yang merupakan ideologi dasar negara Republik Indonesia, berfungsi sebagai kerangka kerja
ideologis yang mengatur seluruh aspek kehidupan negara, termasuk hukum. Sementara itu,
hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di berbagai komunitas adat di Indonesia, yang
sering kali memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari hukum nasional.
Mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam hukum adat menjadi penting untuk
menciptakan suatu sistem hukum yang koheren, adil, dan berkelanjutan.
Pentingnya Integrasi Pancasila dalam Hukum Adat

Integrasi Pancasila ke dalam hukum adat memiliki beberapa tujuan penting diantaranya
Pertama, ia bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan
persatuan yang menjadi dasar Pancasila dapat diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia,
termasuk dalam konteks komunitas adat yang memiliki aturan dan norma sendiri. Penerapan

prinsip-prinsip Pancasila dalam hukum adat tidak hanya membantu menyelaraskan hukum adat
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dengan hukum nasional, tetapi juga memperkuat kerangka hukum yang mengakomodasi
kearifan lokal dan hak-hak adat. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan nasional sambil
menghargai keberagaman budaya dan hukum yang ada di Indonesia.

Kedua, integrasi ini membantu mengatasi ketidakpastian hukum dan tumpang tindih
yang sering muncul antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan adanya panduan dari
Pancasila, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem hukum yang lebih harmonis dan dapat
diterima oleh semua pihak. Ini penting dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer,
seperti sengketa tanah dan hak-hak adat, yang sering kali melibatkan konflik antara norma adat
dan hukum negara.

Tantangan dalam Integrasi Pancasila dan Hukum Adat

Integrasi Pancasila dalam sistem hukum adat menghadapi sejumlah tantangan yang
perlu diatasi. Tantangan pertama adalah ketidaksesuaian antara norma-norma adat dan prinsip-
prinsip Pancasila. Dalam banyak kasus, norma adat yang sudah berlaku lama mungkin tidak
sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diatur
dalam Pancasila. Misalnya, beberapa aturan adat mungkin dianggap diskriminatif atau tidak
adil menurut standar Pancasila. Oleh karena itu, proses penyesuaian norma adat harus
dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa perubahan tidak hanya sesuai dengan
prinsip-prinsip Pancasila tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat adat.

Tantangan kedua adalah penegakan hukum. Implementasi prinsip Pancasila dalam
hukum adat sering kali menemui kesulitan dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan
adil. Ketidakpastian hukum dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan
masyarakat adat dapat menghambat proses integrasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya
dalam hal pendidikan hukum, pelatihan, dan dukungan administratif sering kali menjadi
kendala dalam mendukung integrasi ini.

Tantangan ketiga adalah perubahan sosial dan dinamika kontemporer. Masyarakat adat
di Indonesia mengalami perubahan sosial yang cepat, yang mempengaruhi cara mereka
berinteraksi dengan hukum. Perubahan ini menuntut sistem hukum untuk menyesuaikan diri
dengan realitas baru dan tuntutan zaman modern.

Studi Kasus dan Implementasi

Beberapa studi kasus menunjukkan bagaimana integrasi Pancasila dalam hukum adat
dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada konteks beradaptasi dengan
cepat, tetapi penyesuaian harus dilakukan dengan tetap menghargai nilai-nilai tradisional. Oleh
karena itu, integrasi Pancasila harus mempertimbangkan dinamika kontemporer dan

perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat adat.lokal. Di Papua, misalnya, upaya integrasi
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dilakukan melalui dialog dengan tokoh adat dan pemangku kepentingan lokal. Meskipun telah

ada beberapa kemajuan,

Tantangan seperti perbedaan pandangan mengenai hak adat dan ketidakpastian hukum
masih tetap ada. Di Bali, sistem hukum adat yang sudah terorganisir dengan baik telah
melakukan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi prinsip-prinsip Pancasila, tetapi
tantangan dalam mencapai integrasi penuh masih ada. Kasus-kasus ini menggarisbawahi
pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal untuk mencapai integrasi yang
efektif.

Rekomendasi untuk Integrasi Pancasila dalam Hukum Adat

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk memperbaiki

integrasi Pancasila dalam hukum adat:

e Peningkatan Dialog dan Musyawarah: Dialog yang terbuka dan musyawarah antara
pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk
mencapai integrasi yang harmonis. Proses ini harus melibatkan semua pihak untuk
memastikan bahwa penyesuaian hukum dilakukan dengan pertimbangan yang matang
terhadap nilai-nilai dan kearifan lokal.

e Pendidikan dan Pelatihan: Mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang
komprehensif untuk masyarakat adat dan aparat hukum agar mereka memahami prinsip-
prinsip Pancasila dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks
hukum adat.

e Penelitian dan Kajian Mendalam: Melakukan penelitian lebih lanjut untuk
mengidentifikasi  tantangan-tantangan  spesifik dalam integrasi Pancasila dan
mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Penelitian ini harus mencakup
studi kasus yang relevan dan evaluasi dari praktik integrasi yang telah dilakukan.

o Reformasi Bertahap dan Sensitif Budaya: Melakukan reformasi hukum adat secara
bertahap dengan mempertimbangkan sensitivitas budaya dan identitas lokal. Reformasi ini
harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari perubahan yang terlalu drastis yang
dapat mengancam keberadaan kearifan lokal.

Kesimpulan Akhir

Integrasi Pancasila dalam sistem hukum adat adalah suatu proses yang membutuhkan

keseimbangan antara prinsip-prinsip nasional dan nilai-nilai lokal. Meskipun tantangan-

tantangan yang ada cukup besar, pendekatan berbasis dialog, penyesuaian prinsip, dan
reformasi bertahap dapat membantu menciptakan sebuah sistem hukum yang lebih harmonis

dan inklusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integrasi Pancasila dalam hukum adat
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dapat dilakukan secara efektif, menjaga kearifan lokal, dan mendukung pembangunan hukum
yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian dan kajian lebih lanjut sangat diperlukan untuk
memastikan bahwa proses integrasi ini terus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan
hukum yang terjadi di masyarakat.
SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah
saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki integrasi Pancasila dalam sistem hukum
adat di Indonesia. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis
dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan inklusif, serta membantu
mengatasi tantangan yang diidentifikasi selama penelitian.
Meningkatkan Dialog dan Partisipasi Masyarakat Adat

Pentingnya dialog dan musyawarah dalam integrasi Pancasila dan hukum adat tidak
dapat dipandang sebelah mata. Dialog yang terbuka dan partisipatif antara pemerintah,
masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya harus menjadi prioritas utama. Proses ini
memastikan bahwa penyesuaian hukum yang dilakukan dapat diterima dan relevan dengan
kearifan lokal.
Rekomendasi: Mengadakan forum-forum diskusi dan musyawarah secara berkala yang
melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog ini dengan melibatkan
tokoh adat, akademisi, dan praktisi hukum untuk membahas dan merumuskan kebijakan yang
harmonis. Dialog ini harus memastikan bahwa aspirasi dan nilai-nilai masyarakat adat
terakomodasi dalam proses penyesuaian hukum.
Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Keterbatasan pemahaman mengenai Pancasila dan hukum adat di kalangan masyarakat
adat dan aparat hukum merupakan salah satu hambatan utama dalam integrasi. Pendidikan dan
pelatihan yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-
prinsip Pancasila dalam konteks hukum adat.
Rekomendasi: Mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan
yang komprehensif bagi masyarakat adat dan aparat hukum. Program ini harus mencakup
materi tentang prinsip-prinsip Pancasila, bagaimana menerapkannya dalam konteks hukum
adat, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Kerja sama dengan lembaga pendidikan
tinggi dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat implementasi program ini.
Penelitian dan Kajian Mendalam

Kajian lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam integrasi Pancasila

dengan hukum adat diperlukan untuk memahami dinamika dan konteks lokal yang spesifik.

9 ALIANSI - VOLUME 2, NOMOR 1, TAHUN 2025



PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM ADAT : ANALISIS
KESESUAIAN DAN TANTANGAN KONTEMPORER

Penelitian ini akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kebutuhan dan preferensi
masyarakat adat serta cara-cara yang efektif untuk menyelaraskan hukum adat dengan prinsip
Pancasila.
Rekomendasi: Melakukan studi kasus yang mendalam di berbagai daerah dengan karakteristik
hukum adat yang berbeda. Penelitian ini harus mencakup analisis tentang bagaimana prinsip
Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai konteks hukum adat dan evaluasi dari praktik
integrasi yang telah dilakukan. Penelitian ini juga harus melibatkan masyarakat adat secara
langsung untuk memperoleh pandangan mereka mengenai integrasi hukum.
Reformasi Bertahap dan Sensitif Budaya

Reformasi dalam hukum adat perlu dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa
perubahan yang diusulkan tidak merusak kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat adat.
Proses reformasi harus mempertimbangkan sensitivitas budaya dan memberikan ruang bagi
penyesuaian yang bertahap.
Rekomendasi: Mengadopsi pendekatan reformasi bertahap yang mempertimbangkan
sensitivitas budaya dan kebutuhan masyarakat adat. Perubahan dalam hukum adat harus
dilakukan secara perlahan, dengan melibatkan konsultasi yang mendalam dan memperhatikan
dampak terhadap masyarakat adat. Penting juga untuk menetapkan mekanisme evaluasi untuk
menilai dampak reformasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Membangun Kapasitas Lembaga Penegak Hukum

Kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan
hukum adat dan Pancasila perlu diperkuat. Penegakan hukum yang adil dan konsisten sangat
penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang baru.
Rekomendasi: Melakukan pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum mengenai prinsip-
prinsip Pancasila dan hukum adat. Meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum
masyarakat adat juga penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan hukum

adat dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan prinsip Pancasila.
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